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A. Kesimpulan

1.

Praktik kegiatan upah mengupah terhadap pekerja/buruh tani tambak
di Desa Gunung Anyar Tambak ini tergolong sangat unik, walaupun
sistem pengupahannya tidak jauh berbeda dengan sistem pengupahan
pada umumnya karena upah pekerja/buruh pada awal perjanjian
diberikan pada waktu panen akan tetapi, pada praktiknya upah
pekerja/buruh diberikan setelah hasil panen yang dititipkan di
pengepul terjual dan perjanjian ini dilakukan secara lisan. Walupun
begitu sesuai adat kebiasaan masyarakat sekitar, mereka tidak terlalu
takut untuk menjalani pekerjaan ini karena adat kebiasaan yang sudah
ada di desa tersebut dalam Islam memperbolehkannya. Namun hal
tersebut menjadi perhatian ketika praktik kegiatan upah tersebut
terjadi masalah karena perjanjian yang dilakukan tidak secara tertulis.
Analisis ‘urf  terhadap praktik upah buruh tani tambak di Desa

Gunung Anyar Tambak Surabaya adalah adat kebiasaan di desa

yang merupakan suatu tindakan yang menimbulkan perbuatan yang

diperbolehkan dalam Islam dan mengarah ke perbuatan yang

menimbulkan kemaslahatan. Sebagaimana dampak yang muncul

diterapkan dalam kaidah fikih mengenai ‘urf(adat kebiasaan) bahwa
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lebih diutamakan adanya pencapaian kemaslahatan dari pada
kemudharatan, maka praktik kegiatan upah buruh tani tambak
semacam ini hukumnya boleh. Dalam peraturan pemerintah tentang
pengupahan no 78 tahun 2015 dalam pasal 4 dijelaskan bahwa
penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau
pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu
memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara
wajar, penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud diberikan
dalam bentuk upah maupun no upah.
B. Saran
Dalam menetapkan suatu aturan sangat sulit untuk mencapai
kemaslahatan secara menyeluruh, namun pemerintah diharapkan dapat
memberikan solusi yang baik dalam penyelesaian masalah demi kesejahteraan
rakyatnya. Oleh karenanya, dalam memenuhi hak pekerja/buruh, terutama
buruh tani tambak di Desa Gunung Anyar Tambak Surabaya, pemerintah
hendaklah memberikan wawasan kepada warganya melalui penyuluhan,
perkumpulan atau dengan cara tepat yang lebih mudah diterima dan dinilai
lebih efektif. Agar warga bisa lebih memahami akan hak dan kewajiban
masing-masing baik sebagai pemilik tambak maupun sebagai pekerja/buruh,

agar memperkecil adanya konflik antara kedua belah pihak.



